
 
 
 
 
 

 

PERATURAN BUPATI BOGOR 
NOMOR 65 TAHUN 2018 

 

TENTANG  
 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
BERITA ACARA SERAH TERIMA FISIK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

KEPADA KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 
PERTANAHAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BOGOR, 
 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf i dan 

Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Perumahan dan Permukiman, tata cara penyerahan 
prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan 
kawasan permukiman salah satunya memuat Berita Acara 

Serah Terima Fisik yang ditandatangani oleh pengembang 
dan Bupati; 

  b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi 

penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 

pendelegasian wewenang penandatanganan Berita Acara 
Serah Terima Fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Perumahan dan Permukiman kepada Kepala Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan 
Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Kepala Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

   3. Undang-Undang... 
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  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4385); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

   12. Peraturan... 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5883); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5533); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5887); 

  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Pedoman Bantuan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 1216); 

  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan 
Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 534); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 
Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bogor Nomor 67); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 
Tahun 2016–2036  (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 95); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor            

Nomor 96); 

   21. Peraturan... 
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  21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang 

Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah 
Kebupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 81); 

  22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengesahan Site Plan dan Gambar Situasi (Berita 
Daerah Kebupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 12); 

  23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah 
Kebupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Bogor Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kebupaten Bogor 
Tahun 2018 Nomor 56); 

  23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 

Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 
Nomor 58); 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
WEWENANG PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH 

TERIMA FISIK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA KEPALA DINAS 
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN. 

 

  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

 

  Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

  1. Bupati adalah Bupati Bogor. 

  2. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kabupaten Bogor. 

  3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. 

  4. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian 
yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan 
bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 

  5. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang 
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 

  6. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 
lingkungan hunian. 

   7.Perumahan ... 
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  7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang 
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.  

  8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang 
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang 

mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan. 

  9. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah 
penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau 
tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung 

jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah 
daerah.  

    

   BAB II 

   WEWENANG 

   Pasal 2 

    

  Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan 

wewenang penandatanganan Berita Acara Serah Terima 
Fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 

Permukiman kepada Kepala Dinas. 

   

  BAB III 

  PELAKSANAAN PENANDATANGANAN 

  Pasal 3 

    

  Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik 
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman 

dilaksanakan setelah adanya Berita Acara Serah Terima 
Administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan. 

   

  Pasal 4 

   

  
Tata cara penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 
Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

 

 
BAB IV ..... 
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  BAB IV 

  KETENTUAN PENUTUP 

  Pasal 5 

 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 
 

    Ditetapkan di Cibinong 

    Pada tanggal 20 Juli 2018 

 

    BUPATI BOGOR, 

     

    ttd 

     

    NURHAYANTI 

 

Diundangkan di Cibinong  

Pada tanggal 20 Juli 2018  

  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,  
  

ttd  

  

  

ADANG SUPTANDAR  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  

TAHUN 2018 NOMOR 65  

 



T E G A R B E R I M A N

K U TA  UD AYA  WAN GS A

 

P E M E R I N T A H   K A B U P A T E N   B O G O R 

SEKRETARIAT DAERAH 

JALAN TEGAR BERIMAN.  TELP. (021) 8754528 - 8754529 .  

FAX. 8754526 

CIBINONG - 16914 
 

NOTA DINAS   

 

Kepada : Yth.Bupati Bogor 

D a r i : Sekretaris Daerah 

Nomor :         Nota/Per-UU/      /2018 

Tanggal :                        2018 

Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang 

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah 
Terima Fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 
Permukiman kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan.  

 

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pendelegasian 

Wewenang Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Kepala Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 
 

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
berikut : 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf i dan Pasal 21 huruf c 
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, tata cara penyerahan 

prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman 
salah satunya memuat Berita Acara Serah Terima Fisik yang ditandatangani 
oleh pengembang dan Bupati; 

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penandatanganan Berita 
Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

dilakukan pendelegasian wewenang penandatanganan Berita Acara Serah 
Terima Fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman 
kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

 

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat 

ditandatangani. 

 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
 

 

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600904 1989031005 
 
 

 
 
 


